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I.PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sedang giatnya melaksanakan kegiatan pembangunan, karena
hal tersebut merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan mayarakat indonesia. Realisasi dari
pembangunan yang telah dilaksanakan dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan
prasarana seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain
sebagainya di berbagai wilayah Indonesia.

Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai
tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Pengaturan bangunan gedung
secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (UU Bangunan Gedung) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Pada UU Bangunan Gedung disebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus."

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa fungsi bangunan gedung adalah
fungsi hunian yang meliputi bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun,
dan rumah tinggal sementara, fungsi keagamaan yang meliputi meliputi masjid, gereja, pura,
wihara, dan kelenteng, fungsi usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran,
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perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan, fungsi
sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan
kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum, serta fungsi khusus yang meliputi bangunan
gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang
diputuskan oleh menteri.?

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung di Indonesia, maka setiap bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib,
diwujudkan sesuai fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan penyelenggaraan bangunan

gedung.®

I.PERMASALAHAN

Bagaimanakah persyaratan pembangunan bangunan gedung?

II.PEMBAHASAN

Penyelenggaran bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.” Setiap bangunan gedung yang dibangun harus
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan
gedung.’

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi :
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung.®

Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas
baik milik sendiri maupun milik pihak lain. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan
gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau

pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung. Perjanjian tertulis memuat paling sedikit hak
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dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung
dan jangka waktu pemanfaatan tanah.’

Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan
bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.? Kegiatan
pendataan untuk bangunan gedung-baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan
bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.’

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan
bangunan gedung. Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana
kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan
permohonan izin mendirikan bangunan gedung.'® Surat keterangan rencana kabupaten/kota
merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :

a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;

b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;

c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Tapak
Bangunan (KTB) yang diizinkan;

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;

e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
f.  Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;

h. KTB maksimum yang diizinkan; dan

jaringan utilitas kota.™

Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung wajib
melengkapi dengan :
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan
tanah;

b. data pemilik bangunan gedung;
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c. rencana teknis bangunan gedung; dan

d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan.*

Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif

dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh bupati/walikota, kecuali untuk Daerah

Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah

dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.*®

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan
persyaratan keandalan bangunan gedung.**

Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.*

Persyaratan peruntukan merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL). Persyaratan intensitas bangunan gedung meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian,
dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.*®

Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi
yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL. Bagi daerah yang
belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk lokasi yang
bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan
gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. *’

Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal
kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau
RTBL. Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
maksimal dan persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk Koefisien Lantai
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Bangunan (KLB) dan/atau jumlah lantai maksimal.*®

Setiap bangunan gedung yang didirikan

tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam

RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL. Ketentuan jarak bebas bangunan gedung

ditetapkan dalam bentuk :

a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta
api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung,
dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang
bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan.

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan
gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung
dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial
budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.?

Penampilan bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-
kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan
mempertimbangkan kaidah pelestarian. Penampilan bangunan gedung yang didirikan
berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung
yang dilestarikan. Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada
bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli
bangunan gedung, dan mempertimbangkan pendapat publik.**

Tata ruang-dalam, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung,
dan keandalan bangunan gedung. Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan
efektivitas tata ruang-dalam. Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam
pemenuhan tata ruang-dalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara
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keseluruhan. Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang-dalam.?

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya
harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau
yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Pertimbangan terhadap terciptanya
ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan
persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta
terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.?

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan
gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Setiap mendirikan
bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan
analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan lingkungan hidup.**

Persyaratan teknis yang kedua adalah persyaratan keandalan bangunan gedung yang
meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.?®

Persyaratan keselamatan meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.°

Bangunan gedung strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam
memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama
umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi,
keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya. Kemampuan memikul beban
diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang
mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban
muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin. Dalam perencanaan struktur
bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik
bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh
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gempa rencana sesuai dengan zona gempanya. Struktur bangunan gedung harus
direncanakan secara daktail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang
direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan
pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri.?’

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana,
harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri
ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan
gedung. Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian,
volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.?®

Bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan
penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal
petir. Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang harus dapat mengurangi secara
nyata risiko kerusakan yang disebabkan sambaran petir terhadap bangunan gedung dan
peralatan yang diproteksinya, serta melindungi manusia di dalamnya.?

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan,
pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.*

Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, setiap bangunan gedung harus
mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang
perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan
umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau
bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.®

Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus
mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat
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sesuai dengan fungsinya. Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.*

Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus dilengkapi
dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan
sampah, serta penyaluran air hujan.*®

Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber
air bersih dan sistem distribusinya. Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air
berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan sistem distribusi air bersih dalam
bangunan gedung harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.**

Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah harus direncanakan dan dipasang
dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya. Pertimbangan jenis air kotor dan/atau
air limbah diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan
peralatan yang dibutuhkan. Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air limbah
diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya.

Sistem pembuangan kotoran dan sampah harus direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. Pertimbangan fasilitas penampungan
diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada masing-
masing bangunan gedung, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah
penghuni, dan volume kotoran dan sampah. Pertimbangan jenis kotoran dan sampah
diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak
mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.*®

Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan
jaringan drainase lingkungan/kota. Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke
dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan
drainase lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila belum tersedia jaringan
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drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan harus
dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang. Sistem penyaluran
air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada
saluran.*

Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap bangunan
gedung harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan
gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan bahan
bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung harus tidak mengandung
bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan, dan aman bagi pengguna bangunan
gedung. Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan
harus :

a. menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain,
masyarakat, dan lingkungan sekitarnya;

b. menghindari timbulnya efek peningkatan suhu lingkungan di sekitarnya;
mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan

d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.®®

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan
hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat
kebisingan.>

Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, penyelenggara
bangunan gedung harus mempertimbangkan:

a. fungsiruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan
gedung; dan
b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.*

Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antarruang, penyelenggara bangunan
gedung harus mempertimbangkan:

a. fungsiruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam

bangunan gedung;

¥ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 46 ayat (1), (3), (4) dan (5)

% peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3)

% peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 48

“* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 49 ayat (1)



b. sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal;, dan
c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam bangunan gedung,
penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban.
Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat
dilakukan dengan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan:

a. fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak, volume ruang, jenis peralatan,
dan penggunaan bahan bangunan;

b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan

c. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan.*

Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan, penyelenggara bangunan gedung harus
mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar
bangunan ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.*®

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung,
penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan
peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di
luar bangunan gedung.**

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung,
penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan
peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di
luar bangunan gedung. Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena fungsinya
menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung
yang telah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang

diizinkan.*

“! peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 49 ayat (2)

* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 50 ayat (1) dan (2)

** Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 51 ayat (1)

*“ peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 52 ayat (1)

* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 53 ayat (1) dan (2)
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Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan
gedung.

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya
fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat
dan lanjut usia. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya
hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi,
termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan prasarana dan sarana
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan
gedung.”’

IV.PENUTUP

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. Setiap
bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan
teknis. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi status hak atas tanah, status
kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung, sedangkan persyaratan
teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

“® peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 54

*" Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3)
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